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Menimbang : a.

TERBATAS BAT{K JATIM

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEIGSAN,

bahwa dalam rangka penawaran umum saham perdana atau Initial Public
Offering (IPO) Perseroan Terbatas Bank latim pada Tahun 2012,
Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal tanpa melalui
mekanisme pasr modal;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank latim
perlu disesuaikan sekaligus dengan memperhatikan hasil audit Badan

Pemeriksa Keuangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun
L945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun L992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor LBZ, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OA4 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4357);
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

dan Tanggung lawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2W4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor ffiil;
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerinhh Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2A07 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523$;
L2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2045
Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a57B);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a090);
L4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertan

Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk

Hukum Bank Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

L7, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank latim (Lembaran

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
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